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diberikan. Persoalan ini berkaitan dengan kepastian informasi harga,
kualitas persetujuan konsumen, dan prinsip keadilan dalam transaksi
digital. Artikel ini bertujuan menganalisis transparansi biaya tambahan
berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi syariah serta
merumuskan indikator untuk memperkuat perlindungan konsumen.
Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan
perlindungan konsumen, dengan pendekatan hukum normatif dan konseptual. Data diperoleh dari
transparansi biaya peraturan perundang-undangan, fatwa, buku, dan artikel ilmiah, kemudian
dianalisis secara deskriptif-naratif dan komparatif. Hasil kajian
merumuskan empat indikator transparansi, yaitu kelengkapan informasi
biaya, ketepatan waktu pengungkapan, kejelasan total pembayaran, dan
persetujuan konsumen berdasarkan informasi yang memadai. Indikator
tersebut sejalan dengan prinsip amanah, kejujuran, an-taradin, dan
larangan tadlis dalam hukum ekonomi syariah. Disimpulkan bahwa
seluruh biaya perlu diungkapkan secara jelas sebelum persetujuan akhir
agar konsumen dapat mengambil keputusan secara sadar dan adil.
Penelitian selanjutnya disarankan menguji kerangka tersebut melalui studi
empiris pada berbagai platform perdagangan elektronik.
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Pendahuluan

Perdagangan elektronik mengubah cara konsumen mencari informasi, membandingkan
penawaran, dan menyelesaikan transaksi. Proses pembelian yang sebelumnya berlangsung
melalui interaksi langsung kini banyak dilakukan melalui antarmuka digital yang menyajikan
harga, deskripsi barang, pilihan pengiriman, metode pembayaran, dan syarat transaksi pada
tahapan yang berbeda. Perubahan ini memberikan kemudahan, tetapi juga menimbulkan
tantangan ketika konsumen tidak memperoleh gambaran utuh mengenai jumlah yang harus
dibayar sebelum menyetujui transaksi. Informasi harga yang tampak sederhana pada halaman
awal belum tentu mencakup seluruh biaya yang muncul pada tahap pembayaran.

Dalam literatur pemasaran dan perilaku konsumen, praktik pengungkapan biaya secara
bertahap dikenal sebagai drip pricing. Praktik ini terjadi ketika harga dasar ditampilkan lebih
dahulu, sedangkan biaya tambahan baru diungkapkan ketika konsumen bergerak lebih jauh
dalam proses pembelian. Inderst dan Obradovits (2023) menjelaskan bahwa konsumen dapat
berfokus pada harga utama dan mengabaikan biaya total yang terkait dengan suatu produk atau
layanan. Laurent dan Vanhuele (2023) memperlihatkan bahwa konsumen memiliki proses
perhatian dan pengodean harga yang tidak selalu identik dengan asumsi sederhana tentang cara
membaca angka. Seim dan Vitorino (2025), dalam konteks biaya kursus mengemudi, juga
mengkaji bagaimana biaya tambahan dapat kurang diantisipasi konsumen. Penelitian Moriuchi
dan Murdy (2025) menunjukkan relevansi persepsi keadilan harga dalam memahami respons
konsumen terhadap drip pricing. Literatur tersebut memberi dasar untuk menilai bahwa waktu
pengungkapan biaya sama pentingnya dengan ketersediaan informasi itu sendiri.

Persoalan ini juga berhubungan dengan desain antarmuka digital. Witte et al. (2025)
menunjukkan bahwa pola desain manipulatif dalam ritel daring dapat memengaruhi persepsi
konsumen terhadap kualitas informasi dan kebebasan memilih. Doublet dan Koenig (2023)
mengkaji isyarat kelangkaan pada situs e-commerce dan menunjukkan relevansi desain
antarmuka terhadap pengalaman pengguna. Penelitian Zahratunnisa et al. (2025) terhadap
pengguna e-commerce di Indonesia menemukan bahwa tidak semua partisipan dapat mengenali
pola desain manipulatif, terutama ketika informasi antarmuka tidak jelas atau strategi
pemasaran bercampur dengan elemen yang berpotensi menyesatkan. Temuan tersebut tidak
membuktikan bahwa semua platform menyembunyikan biaya, tetapi menegaskan perlunya
mengkaji cara informasi transaksi disajikan dan dipahami.

Dari sisi hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen memberikan dasar normatif mengenai hak konsumen atas informasi yang benar,
jelas, dan jujur serta kewajiban pelaku usaha dalam menyampaikan informasi terkait barang
dan/atau jasa. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik menjadi dasar lain untuk memahami kewajiban dalam kegiatan perdagangan
digital. Ketentuan-ketentuan tersebut perlu dianalisis secara sistematis dengan memperhatikan
lingkup masing-masing aturan. Fokus kajian bukan menganggap setiap biaya tambahan sebagai
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pelanggaran, melainkan menilai apakah informasi biaya disampaikan secara memadai sehingga

konsumen dapat memahami konsekuensi transaksi sebelum memberikan persetujuan akhir.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keterbukaan informasi berhubungan dengan
amanah, kejujuran, keadilan, kerelaan para pihak (an-taradin), dan larangan tadlis. Fatwa DSN-
MUI Nomor 146/DSN-MUI/XI1/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah
menyediakan kerangka normatif yang relevan untuk menilai pelaksanaan perdagangan daring.
Kajian Sani (2025), Riyadi (2025), serta Zuheri dan Ghozali (2025) membahas penerapan
prinsip syariah dalam operasional toko daring, termasuk transparansi, tanggung jawab, dan
pencegahan kemudaratan. Namun, pengungkapan biaya tambahan sebelum persetujuan akhir
perlu ditempatkan sebagai fokus analisis yang lebih spesifik.

Penelitian terdahulu dapat dikelompokkan ke dalam tiga ranah: penelitian mengenai
perilaku konsumen terhadap pengungkapan harga bertahap, penelitian hukum mengenai
perlindungan konsumen dalam e-commerce, dan penelitian hukum ekonomi syariah mengenai
prinsip transaksi daring. Ketiga ranah tersebut memberi fondasi penting, tetapi membutuhkan
sintesis yang secara eksplisit menghubungkan waktu pengungkapan biaya, kecukupan
persetujuan konsumen, dan prinsip transaksi syariah dalam konteks hukum Indonesia. Artikel
ini mengisi ruang analisis tersebut dengan merumuskan empat indikator transparansi, yaitu
kelengkapan informasi biaya, ketepatan waktu pengungkapan, kejelasan total pembayaran, dan
persetujuan berdasarkan informasi yang memadai. Tujuan artikel adalah menganalisis
transparansi biaya tambahan berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi syariah
serta menyusun kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menilai perlindungan
konsumen dalam transaksi elektronik.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library
research), pendekatan hukum normatif, dan pendekatan konseptual. Penelitian tidak melibatkan
responden atau pengumpulan data lapangan. Bahan kajian terdiri atas bahan hukum primer
berupa peraturan perundang-undangan dan fatwa yang relevan, serta bahan sekunder berupa
artikel jurnal ilmiah dan publikasi akademik tentang drip pricing, perlindungan konsumen
digital, dark patterns, dan hukum ekonomi syariah.

Penelusuran literatur dilakukan melalui portal jurnal, Google Scholar, Garuda, laman
penerbit akademik, serta sumber resmi peraturan dan fatwa. Kata kunci yang digunakan
meliputi transparansi biaya tambahan, biaya tersembunyi e-commerce, akad elektronik,
perlindungan konsumen digital, Fatwa DSN-MUI Nomor 146, drip pricing, price transparency,
electronic contracts, dan Islamic e-commerce. Literatur dipilih secara purposif berdasarkan
relevansi dengan fokus kajian, kejelasan identitas bibliografis, keterlacakan sumber, dan
kesesuaian substansi. Publikasi terbaru diprioritaskan, sedangkan peraturan yang lebih lama
tetap digunakan apabila masih menjadi dasar hukum yang relevan.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, mengidentifikasi ketentuan dan
gagasan utama dari setiap sumber. Kedua, mengelompokkan temuan ke dalam tema
transparansi biaya, hak konsumen atas informasi, kualitas persetujuan akad, dan prinsip hukum
ekonomi syariah. Ketiga, membandingkan tuntutan normatif hukum positif dengan prinsip
syariah. Keempat, menyusun sintesis berupa empat indikator transparansi. Karena penelitian
ini berbasis kepustakaan, hasilnya merupakan analisis normatif-konseptual dan tidak
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empiris.

Hasil dan Pembahasan
Transparansi Biaya Sebagai Persoalan Informasi Dan Keputusan

Literatur yang dikaji menunjukkan bahwa harga awal dapat menjadi jangkar bagi penilaian
konsumen, sementara biaya tambahan yang baru muncul pada tahap berikutnya dapat
mengubah persepsi terhadap total beban transaksi. Inderst dan Obradovits (2023) membahas
bagaimana fokus konsumen pada harga utama dapat menyebabkan biaya keseluruhan kurang
diperhatikan. Moriuchi dan Murdy (2025) menempatkan persepsi keadilan harga sebagai salah
satu aspek penting dalam respons terhadap drip pricing. Dengan demikian, transparansi perlu
dianalisis dari sudut pandang urutan informasi, bukan hanya apakah suatu biaya akhirnya
dicantumkan.

Kajian dark patterns juga relevan karena tampilan antarmuka dapat memengaruhi
kemampuan pengguna mengenali informasi yang menyesatkan. Witte et al. (2025)
menghubungkan pola desain manipulatif dengan kualitas informasi dan persepsi manipulasi
konsumen. Zahratunnisa et al. (2025) menunjukkan bahwa sebagian pengguna e-commerce
Indonesia mengalami kesulitan mengenali elemen antarmuka manipulatif. Temuan ini
memperkuat alasan untuk menilai kejelasan dan keterlihatan informasi biaya, tetapi tidak boleh
ditafsirkan sebagai bukti bahwa semua pengungkapan bertahap sengaja dirancang untuk
menipu.

Kerangka Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan
dasar bagi hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur serta
kewajiban pelaku usaha dalam menyampaikan informasi mengenai barang atau jasa. Dalam
penerapannya pada biaya tambahan, pertanyaan utama adalah apakah informasi yang
disampaikan memungkinkan konsumen memahami harga dan kewajiban pembayaran sebelum
transaksi disetujui. Pengungkapan yang hanya muncul setelah konsumen secara praktis
berkomitmen menyelesaikan transaksi dapat mengurangi fungsi informasi sebagai dasar pilihan
yang sadar.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik melengkapi kerangka tersebut dengan konteks kegiatan perdagangan digital.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perlu dipahami dalam lingkup perubahan
ketentuan mengenai informasi dan transaksi elektronik, bukan diperlakukan sebagai satu-
satunya sumber aturan transparansi harga. Analisis yang cermat harus mengidentifikasi
ketentuan yang berlaku terhadap jenis pelaku usaha, model transaksi, dan komponen biaya yang
sedang dinilai.

Penelitian mengenai perlindungan konsumen e-commerce di Indonesia menekankan
bahwa keberadaan peraturan perlu disertai pengawasan, pemahaman konsumen, dan
mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses (Fista et al., 2023; Ghozali & Hardyanthi,
2024; Prayuti et al., 2024; Rahman et al., 2023). Berdasarkan hal tersebut, transparansi biaya
tidak cukup diperlakukan sebagai urusan teknis antarmuka. Ia juga terkait dengan pelaksanaan
hak konsumen atas informasi dan kemampuan konsumen menilai konsekuensi transaksi
sebelum menyetujui akad.
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Penilaian Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip amanah dan kejujuran mengarahkan pelaku usaha untuk tidak menyajikan
informasi dengan cara yang membentuk kesan keliru mengenai kewajiban pembayaran.
Kejelasan total harga dan pengungkapan biaya yang relevan sebelum persetujuan akhir
merupakan bentuk penerapan prinsip tersebut. Prinsip keadilan juga menghendaki agar
konsumen tidak dibebani biaya yang tidak dipahami atau tidak diberi kesempatan yang layak
untuk dipertimbangkan.

Prinsip an-taradin menempatkan kerelaan sebagai unsur penting transaksi. Dalam konteks
elektronik, tindakan menekan tombol persetujuan merupakan bukti tindakan formal, tetapi
penilaian etis dan normatif atas kualitas persetujuan juga perlu mempertimbangkan informasi
yang tersedia pada saat keputusan dibuat. Apabila informasi mengenai biaya wajib tidak jelas
atau disampaikan setelah keputusan akhir, kualitas kerelaan patut ditelaah lebih lanjut. Hal ini
tidak berarti bahwa semua biaya yang muncul di halaman checkout otomatis membatalkan
akad; konteks, urutan proses, dan sifat biaya harus diperiksa.

Larangan tadlis menjadi relevan apabila terdapat penyamaran atau informasi menyesatkan
mengenai biaya yang material bagi keputusan konsumen. Prinsip sadd al-dhara’i‘ dapat
digunakan sebagai pertimbangan preventif untuk mendorong desain transaksi yang mengurangi
potensi salah paham dan sengketa. Kajian Sani (2025), Riyadi (2025), Syahruddin et al. (2024),
serta Zuheri dan Ghozali (2025) mendukung relevansi prinsip syariah dalam perdagangan
daring, tetapi penilaian atas praktik tertentu tetap memerlukan bukti yang memadai.

Empat Indikator Transparansi Biaya

Berdasarkan sintesis hukum positif, literatur perilaku konsumen, dan prinsip hukum ekonomi
syariah, artikel ini mengajukan empat indikator analisis. Indikator ini merupakan hasil
konseptual penelitian dan bukan daftar yang dikutip secara verbatim dari satu regulasi atau
fatwa.

Indikator Penjelasan analitis Landasan
konseptual
Kelengkapan Seluruh komponen pembayaran yang relevan | Hak atas informasi;
informasi biaya dijelaskan, termasuk pembedaan biaya wajib | amanah dan
dan layanan pilihan. kejujuran.
Ketepatan waktu Informasi biaya disampaikan sebelum Kecukupan
pengungkapan konsumen memberikan persetujuan akhir persetujuan; an-
terhadap transaksi. taradin.
Kejelasan total Jumlah akhir yang harus dibayar ditampilkan | Kepastian
pembayaran secara jelas dan dapat dipahami sebelum informasi harga;
transaksi diselesaikan. keadilan.
Persetujuan Konsumen memiliki kesempatan yang wajar | Persetujuan sadar;
berdasarkan untuk membaca dan mempertimbangkan pencegahan tadlis.
informasi memadai biaya sebelum menyetujui transaksi.

Tabel 1. Kerangka indikator transparansi biaya tambahan. Sumber: Sintesis penulis berdasarkan
peraturan perlindungan konsumen, Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XI1/2021, serta
literatur tentang drip pricing dan perdagangan daring.

Sintesis, Implikasi, dan Keterbatasan
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Keempat indikator saling berkaitan. Kelengkapan tanpa ketepatan waktu dapat membuat

informasi kehilangan fungsi sebagai dasar keputusan; total harga yang jelas tetapi tidak disertai
rincian komponen dapat menyulitkan konsumen memahami biaya; sedangkan pengungkapan
yang lengkap dan tepat waktu tetap perlu disajikan dalam format yang dapat dibaca dan
dipahami. Oleh karena itu, transparansi perlu dilihat sebagai proses komunikasi yang utuh dari
awal penawaran hingga persetujuan akhir.

Secara teoretis, kerangka ini menghubungkan kajian harga dalam perilaku konsumen
dengan hak atas informasi dalam hukum perlindungan konsumen serta etika muamalah. Secara
praktis, penyelenggara perdagangan elektronik dapat menggunakan indikator tersebut untuk
mengevaluasi alur checkout, menampilkan total pembayaran sebelum konfirmasi akhir, dan
membedakan secara jelas biaya wajib dari layanan opsional. Regulator dan lembaga
perlindungan konsumen dapat menjadikan kerangka tersebut sebagai bahan pertimbangan
dalam edukasi konsumen dan evaluasi praktik pengungkapan biaya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan bahan kepustakaan dan
tidak melakukan audit antarmuka platform, wawancara konsumen, atau analisis sengketa
aktual. Oleh karena itu, artikel ini tidak menyimpulkan bahwa platform tertentu telah melanggar
hukum atau prinsip syariah. Penelitian lanjutan perlu menguji empat indikator melalui
perbandingan alur checkout, dokumentasi tampilan harga, wawancara dengan konsumen dan
pelaku usaha, serta analisis kasus yang relevan.

Simpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa transparansi biaya tambahan sebelum akad elektronik
merupakan persoalan yang menghubungkan hak konsumen atas informasi, kualitas persetujuan
transaksi, dan etika hukum ekonomi syariah. Hukum positif Indonesia menyediakan dasar
perlindungan melalui regulasi konsumen dan perdagangan melalui sistem elektronik,
sedangkan hukum ekonomi syariah memberikan landasan etis melalui prinsip amanah,
kejujuran, keadilan, an-taradin, dan larangan tadlis. Namun, penilaian terhadap biaya yang
diungkapkan pada tahap akhir harus mempertimbangkan sifat biaya, kejelasan informasi, waktu
pengungkapan, dan kesempatan konsumen untuk mempertimbangkannya.

Artikel ini merumuskan empat indikator untuk menilai transparansi biaya, yaitu
kelengkapan informasi biaya, ketepatan waktu pengungkapan, kejelasan total pembayaran, dan
persetujuan konsumen berdasarkan informasi yang memadai. Kerangka tersebut dapat
membantu menganalisis apakah informasi harga telah mendukung keputusan konsumen yang
sadar dan adil. Karena penelitian ini berbasis kepustakaan, kerangka tersebut merupakan usulan
konseptual yang memerlukan pengujian lebih lanjut.

Pelaku usaha dan penyelenggara platform disarankan menyampaikan seluruh biaya
yang wajib dibayar secara jelas sebelum konsumen memberikan persetujuan akhir,
membedakan biaya wajib dan opsional, serta memastikan total pembayaran mudah ditemukan
dan dipahami. Regulator dan lembaga perlindungan konsumen dapat memperkuat edukasi dan
pedoman mengenai pengungkapan harga dalam transaksi digital. Penelitian selanjutnya perlu
menguji indikator ini secara empiris pada berbagai platform perdagangan elektronik serta
membandingkan praktik pengungkapan biaya dengan ketentuan hukum positif dan prinsip
syariah yang relevan.

Daftar Pustaka
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